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ABSTRAK
Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan subjek yang memperoleh perlindungan khusus dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terscbut menghadapi tantangan ketika Anak kembali melakukan tindak pidanal
ketelah sebelumnya memperoleh tindakan pembinaan karena pengulangan tindak pidana memiliki konsekuensi terhadapj
Diversi dan penjatuhan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pembuktian tindak pidana pencurian dengan
pemberatan oleh Anak dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr serta dasar pertimbangan hakim dalam|
menjatuhkan pidana terhadap Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana ditinjau dari tujuan pemidanaan dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analiti
dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konscptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersicr dianalisi
secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/P
Kbr telah sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie
berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Pembuktian didasarkan pada alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat, d
ceterangan Anak yang saling berscsuaian serta didukung oleh barang bukti, schingga membentuk keyakinan haki
engenai terpenuhinya unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Berdasarkan KUHAP lama, barang bukti tidak diposisik
bagai alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi berfungsi memperkuat fakta yang diperoleh dari alat bukti yang sah.
erkembangan pengaturan dalam KUHAP baru kemudian secara eksplisit menempatkan barang bukti sebagai salah sat
at bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pengulang
indak pidana tidak memengaruhi standar pembuktian. Dalam perkara @ quo, pengulangan tidak dikonstruksikan sebagai
mberatan berdasarkan Pasal 486 KUHP, tetapi putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dicantumkan
ebagai keadaan yang memberatkan dalam Surat Tuntutan serta memiliki konsekuensi terhadap penerapan Diversi
berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga sclama 1 (satu) tahun 6 (cnam
bulan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, termasuk riwayat penanganan Anak, kondisi pribadi d
lingkungan Anak, serta rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Berdasarkan tujuan pemidanaan dalam SPPA
pidana pembinaan dalam lembaga tidak semata-mata merupakan bentuk pemberatan atas pengulangan tindak pid
melainkan upaya memberikan pembinaan yang lcbih terstruktur setelah tindakan sebelumnya belum mampu menceg,
IAnak kembali melakukan tindak pidana. Dengan demikian, putusan hakim telah berupaya menyeimbangkan peneg
hukum, perlindungan dan pembinaan Anak, serta pencegahan pengulangan tindak pidana dengan memperhatikan prinsi
[kepentingan terbaik bagi Anak (the best interest of the child).
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THE BASIS OF JUDICIAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS ON CHILDREN IN
CONFLICT WITH THE LAW FOR REPEATED THEFT OFFENSES (A Case Study Of Decision Number
1/PID.SUS-ANAK/2023/PN KBR And Number 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN KBR )

(Syhar Ezer Yudisthira Manik, 2210112140, Faculty of Law, Andalas University, 135 Pages, 2026)

ABSTRACT
Children in conflict with the law. Children in conflict with the law are entitled to special protection under the Juvenil
Criminal Justice System. This protection faces challenges when a child reoffends after previously receiving

rehabilitative measure, as reoffending has consequences for Diversion and sentencing. This study analyzes the system o
proof in the aggravated theft committed by a child in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr and the judges
considerations in imposing a criminal sanction on a child who reoffends from the perspective of the objectives o
Eenlencing under the Juvenile Criminal Justice System. This normative juridical research is descriptive-analytical an

mploys case, statutory, and conceptual approaches. Primary, secondary, and fertiary legal materials were analyze.

ualitatively. The results show that the system of proof in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr complies with
the negative statutory system of proof (negatief wettelijk bewijstheorie) under Article 183 of the Indonesian Crimina
Procedure Code. The fulfillment of the elements of aggravated thefi under Article 363 paragraph (1) point 3 of th

Criminal Code was established through mutually consistent witness testimony, documentary evidence, and the child’s
statement, supported by physical evidence. Under the previous Criminal Procedure Code, physical evidence was nol ar
independent form of evidence but reinforced facts derived from legally admissible evidence. The new Criminal Procedur

Code subsequently recognizes physical evidence as a form of evidence under Article 235 paragraph (1) letter e of Law
Number 20 of 2025.Reoffending does not affect the applicable standard of proof. In the a quo case, it was not formulate

is a ground for sentence enhancement under Article 486 of the Criminal Code, although the prior final judgment was
included as an aggravating circumstance in the Public Prosecutor’s sentencing demand and had consequences JSor
Diversion under Article 7 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The]
sentence of institutional guidance for 1 (one) year and 6 (six) months was based on juridical and non-juridical
considerations, including the child's prior legal history, personal and environmental circumstances, and the Social
Inquiry Report. The institutional guidance was not merely intended as harsher punishment for reoffending but as a more
structured rehabilitative measure after the previous measure had not prevented the child from committing another offense.
The decision therefore sought to balance law enforcement, child protection and rehabilitation, and the prevention of
reoffending in accordance with the principle of the best interests of the child.

Keywords: Judicial Considerations, Children in Conflict with the Law, Repeated Offenses, Evidentiary Process,
Uuvenile Criminal Justice System.
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